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ABSTRAK

SY NURSAFITRI (2024) : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi
Kasus Putusan Pengadilan  Negeri
Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr

snS NIN YIRw e1dio yeHq @

Penulisan skripsi ini disusun karena adanya Putusan Pengadilan Negeri
nganbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr yang mana menjatuhi hukuman 3 (tiga)
bylan penjara terhadap seorang pelaku penganiayaan hewan. Dalam hal ini
bgrbanding terbalik dengan adanya kasus serupa pada Putusan Pengadilan
Tasikmalaya Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm yang menjatuhkan pidana 3
(tiga) tahun penjara terhadap pelaku penganiayaan hewan. Yang mana masalah
perlindungan dan kesejahteraan hewan masih sering diabaikan oleh sebagian
pihak, terutama terlihat dari hukuman yang ringan dan lemahnya penegakan
hukum. Adapun tujuan penelitian ini mencakup mengenai konsep penegakan
hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana terkait
penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
27/Pid.B/2023/ PN Pbr.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan
undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus berdasarkan Putusan
Pgo'ngadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr.

a Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penegakan hukum dalam
tiﬁdak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
nganbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr merupakan satu kesatuan proses yang
drawali dengan tahapan penangkapan oleh pihak kepolisian, tuntutan oleh pihak
pgwuntut umum dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim terhadap
penjatuhan sanksi pidana yang terjadi pada kasus penganiayaan hewan
bgrdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr
yang mana dalam pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan penuntut umum
karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 302 KUHP ayat (2)
d&gan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada pelaku yang
kg_mudian masa hukumannya dikurangi selama masa jalannya persidangan
sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku.

wn

I‘gata Kunci : Penganiayaan Hewan, Pertimbangan Hakim, Penegakan
Hakum

v
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BAB I

PENDAHULUAN

Hiw ejdio yeq o

- Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak hanya terhubung dengan interaksi sosial

snE NN

armanusia, tetapi juga dengan lingkungan alam dan fauna sebagai bagian dari
eKosistem yang harus dijaga kelestariannya. Manusia diharapkan mampu
memelihara keseimbangan lingkungan sekitarnya, karena perubahan dalam
eli:osistem dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak
langsung. Setiap makhluk hidup di bumi ini memiliki hak untuk hidup dan juga
berhak untuk dilindungi, termasuk hewan yang merupakan bagian dari kehidupan
selain manusia dan tumbuhan. Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan yang
erat, seringkali seperti sahabat. Hewan dijaga, diberi makan, diajak bermain,
bghkan tidur bersama dengan manusia. Meskipun demikian, masih banyak

¥
mm@nusia yang kurang menghargai keberadaan dan kehidupan hewan di sekitar

= 1

nfereka.
2.
E Perbuatan penganiayaan terhadap hewan dianggap sebagai pelanggaran
=

hgl'(um yang merupakan bagian dari setiap tindak pidana. Pelaku penganiayaan
@

hEWan seharusnya dikenai hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatannya
Q

séJ_B’agai konsekuensi dari perbuatannya. Pasal 1 ayat (4) dalam Undang-Undang
e

Iﬁmor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan

bgflwa “Hewan peliharaan adalah hewan yang hidupnya sebagian atau

) jrre

! Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta:
Kencana, 2015), h. 195

I
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©

S%uruhnya tergantung pada manusia untuk tujuan tertentu”. Oleh karena itu,
=

séhagai pemilik atau pengelola hewan, manusia memiliki tanggung jawab penuh
©

téthadap kesejahteraan hewan tersebut.’

= Dalam tulisannya, Meehan menyebutkan bahwa kepemilikan hewan
=

p&iharaan memiliki berbagai manfaat, seperti kehadiran sebagai teman, kasih
v

s@ang yang tulus, dukungan emosional, serta efek positif terhadap kesehatan fisik
d%l mental. Hewan peliharaan juga dapat berfungsi sebagai penghubung dalam
hgbungan sosial, membantu pemiliknya dalam membangun relasi, serta
mengurangi kecemasan baik pada anak-anak maupun orang dewasa.®
Meningkatnya kasus penganiayaan hewan oleh sejumlah individu demi
memenuhi kebutuhan atau keuntungan pribadi merupakan sebuah masalah yang
serius. Terlepas dari motif di baliknya, kekerasan atau penyiksaan terhadap hewan
tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Sebagai
pgmilik  hewan, manusia memiliki tanggung jawab untuk memastikan

Y
kesejahteraan hewan dalam segala aspek, termasuk kondisi fisik dan mental yang

8]

sésuai dengan kebutuhan dan perilaku alami hewan yang diakui dan ditegakkan.*
Untuk melindungi hewan dari perlakuan tidak pantas manusia, terdapat

lima aspek kesejahteraan hewan yang diatur oleh undang-undang yang harus

SIdATU ) DUl

d&;‘erhatikan oleh pemilik hewan. Ini mencakup memastikan bahwa hewan tidak

=]
meéngalami kelaparan, kehausan, atau kekurangan nutrisi, tidak mengalami rasa

ueling

2 Lilik Prihatini, dkk, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan
Hgwan D1 Indonesia”, Dalam Jurnal Pakuan Law Review, Volume 7., Nomor 2., (2021) h. 37-42
% Fajria Noviana, “Hewan Peliharaan Sebagai Human Subt1tute Dalam Keluarga Jepang”,
Dalam Jurnal Kiryoku Universitas Diponegoro, Volume 2., Nomor. 1, (2018), h. 15.
* Nur Rezawati, dkk, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perhndungan Hukum Terhadap
P?ﬁgamayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan”, Dalam Jurnal Lex Suprema,
ume 2, Nomor 1 (2020), h. 473

3
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©

s%it atau ketidaknyamanan, tidak mengalami rasa takut atau tekanan, tidak
=

menderita penyakit, luka, atau penderitaan, dan memiliki kebebasan untuk
©

—

niéngekspresikan perilaku alaminya. Tindakan penganiayaan hewan ini juga telah

dﬁ‘iyatakan sebagai kejahatan menurut hukum pidana.5
=

= Banyak kasus penganiayaan hewan peliharaan yang terjadi di Indonesia,
v

lécfi‘ih terkhusus di wilayah Kota Pekanbaru, dimana permasalahan mengenai
w
pgrlindungan dan kesejahteraan hewan masih sering diabaikan, terutama dalam

A

pgnegakan hukum oleh aparat yang masih kurang optimal.6 Kebanyakan

=

masyarakat menjadi kurang peduli terhadap kasus-kasus penganiayaan terhadap

hewan dan kurang menyadari adanya peraturan yang mengaturnya. Ketentuan

peraturan lain yang juga mengatur mengenai penganiayaan hewan dapat

ditemukan pada Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan

Kgsehatan Hewan yang berbunyi :

1. Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan
Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif

2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang

berwenang.

Kemudian pada Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

r(gﬁs:az\;un dTUIR]S] 3]®})

htang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang

ernakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi :

S Priyanto, E., Hukum Pidana dan Kriminologi, (Jakarta : Guepedia, 2019), h. 19

® Verlina, Yudi Kornelis, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan :
ian Hukum Perpektif Hukum Pidana”, Dalam Jurnal Supremasi, Volume 13., Nomor 1., (2023)
33
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Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan
sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 664 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling singkat [ (satu) bulan dan paling lama 6 (enam)
bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66A4 ayat (1) dan tidak melaporkan kepada
pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan
dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah)

Di Indonesia, terdapat peraturan hukum yang mengatur larangan dan

sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal

302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : '

e}INng Jo AJISISATU() dDIUIB[S] 3]B}§

3.
4.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan
penganiayaan ringan terhadap hewan. Barang siapa tanpa tujuan
yvang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti
atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. Barang siapa
tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang
diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi
makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruh
seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah
pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau
cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena
penganiayaan hewan.

Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penganiayaan hewan

bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan

Ag

dan penganiayaan hewan di kalangan masyarakat. Pihak pelaku akan dikenai

neny wWisey ju

" Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 121.
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©

s%ksi pidana yang tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa
=

mendatang dan untuk mendukung upaya perlindungan hewan sesuai dengan
©

—

peraturan yang berlaku.
=

= Kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
=

2§Pid.B/2023/PN Pbr yang mana penganiayaan hewan peliharaan yakni kucing,
t@adi di Jalan Purwodadi Primkopad 1 Blok C Nomor 29 Kelurahan Sialang
Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kasus penganiayaan ini
d?angani oleh Polsek Tampan yang belum lama ini terjadi pada tanggal 7 Oktober
2:522, polisi melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan berinisial YF
yang terduga menganiaya dan melakukan penelantaran kucing hingga sekarat dan
ada juga yang mati. Pelaku sebelumnya memelihara kucing-kucing liar yang
terlantar dan sakit di rumahnya dan menerima penitipan kucing yang tidak bisa

lagi dirawat oleh pemiliknya dan juga pelaku menyebarluaskan berita di media

spgial dengan membuka donasi untuk kucing-kucing yang ia terlantarkan

Y

tétsebut.’

2

5 Selang beberapa hari warga mencium bau busuk dari rumah pelaku.
S&Ij elah diperiksa, warga menemukan banyak kucing yang sudah mati sehingga
=

n*g:mvidiokan dan memviralkan kejadian tersebut dan beritanya sampai kepada
£}
pgfa pecinta hewan Kota Pekanbaru yang akhirnya membuat laporan ke Polsek

o
Tampan. Yang mana pada kasus ini pelaku tidak dilakukan penahanan

g yejng

® Lisia Tania, “Tinjauan Yuridis mengenai Pengakan Hukum bagi Pelaku Penganiayaan
ngan ”, (Skripsi : Universitas Dharmawangsa, 2019), h. 3.
% Idon Tanjung dan Teuku Muhammad Valdy Arief, Polisi Tangkap Penelantar Kucing

hin'gga Mati di Pekanbaru, https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/151523378/polisi-
tafigkap-penelantar-kucing-hingga-mati-di-pekanbaru?page=all = Diakses pada tanggal 28

11

September 2023

P
=
-~
;U
-


https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/151523378/polisi-tangkap-penelantar-kucing-hingga-mati-di-pekanbaru?page=all
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©

dﬂ%arenakan ancaman pidana yang ada pada surat dakwaan hanya mencantumkan
=

Pasal 302 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 9 (Sembilan)
©

—

b¥lan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-
=
[Eidang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
o=
y%g menyebutkan bahwa “Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap
o

téCPsangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan
w
nigupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak

A
Pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.
=
Berdasarkan surat dakwaan di dalam Putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr mengenai Terdakwa YZ telah didakwa
oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam
didalam Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-
unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

2. Unsur Tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang
diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi
makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada
di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya

4. Unsur jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu,
atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada

JISIDATU) DTWR]S] 2)e31S

sk

tusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr bahwa oleh

-+

kcanrena seluruh unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 302 ayat (2) Kitab

.

<¥]
Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan
v

g
P&nuntut Umum yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah

o n

J

dﬁyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

Nery wis
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©
piaana penganiayaan hewan berdasarkan Pasal 302 KUHP ayat (2) dengan pidana

-
pEnjara selama 3 (tiga) bulan.
©

Sedangkan pada kasus yang sama pada Putusan Pengadilan Negeri

11w e)

ikmalaya Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm dengan dakwaan yang sama

ngmun hakim juga berpendapat bahwasannya pelaku juga dikenakan Pasal 61A

#s gin

o

Pasal 91B ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

HBYS

ernakan dan Kesehatan Hewan, dan Pasal 21 ayat (2) huruf a dari Undang-

[%l:hdang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya. memutuskan untuk memberikan hukuman 3 (tiga) tahun penjara.

Seperti yang diketahui, prinsip dasar dalam menegakkan hukuman
terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana didasarkan pada aturan yang
telah ditetapkan secara tertulis. Tindakan hanya dapat dianggap sebagai
pelanggaran hukum jika ada pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum

w

y:aahg berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa individu bertanggung jawab atas
(¢°]

pErbuatannya, yang dikenal sebagai asas legalitas atau prinsip legalitas.™
<¥]

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa

o
kN

Au o1

ada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan

g dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan

3gs13

X

A

undang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan®, dalam hal

g
%0

yang menguatkan prinsip terkait mengenai penganiayaan hewan peliharaan.

ilap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung

& uefng

9 H. R. Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa
dilan Masyarakat (Hukum Pidana Materiil), (Jakarta : Restu Agung, 2006), h. 13

nery 111[@)1 JrIeA
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©

p%nerintah dalam upayanya menerapkan regulasi terkait kesejahteraan hewan.
=

Kéterlibatan masyarakat sangatlah penting karena penegakan hukum terkait
©

k&sejahteraan hewan masih belum optimal. Jika tindakan penganiayaan terhadap
=

hewan tidak segera ditindak dengan tegas oleh hukum, maka hal itu dapat

=

d%nggap sebagai legitimasi terhadap penyiksaan atau penganiayaan hewan di
v

Ifdonesia.™

fu=

w

=2

b Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa bahwa
A

hkuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan sehingga tidak memiliki

n

dampak yang cukup untuk mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa
depan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa salah satu faktor yang
menyebabkan meningkatnya kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap
hewan adalah sanksi hukuman yang diberikan terlalu ringan, yang tidak mampu
menghasilkan efek jera yang diharapkan. Selain itu, kurangnya tindakan tegas dari
afm:ﬁrat penegak hukum dan minimnya pemahaman serta kesadaran masyarakat
tei;.tang kesejahteraan hewan juga menjadi faktor lain yang membuat penulis
tg“_[arik untuk mengkaji lebih lanjut topik ini yaitu “TINJAUAN HUKUM

(2]

TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN

=

=

PELIHARAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
£}

PEKANBARU NOMOR 27/PID.B/2023/PN PBR)”.
=

€ p]

=

]

w

<

1 Bddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka,

2816), h.70.
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Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, penulis telah mengidentifikasi batasan

1d1o ¥4 6

ntasalah yang akan diselidiki. Batasan masalah penelitian ini hanya

w

n%mpertimbangkan konsep penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim
teghadap penjatuhan sanksi pidana terkait tindak pidana penganiayaan hewan
bgi’dasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid. B/2023/PN
P%r. Yang mana pada penelitian ini mengkhususkan hewan peliharaan yaitu
kg%ing yang dianiaya pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.
B:/:2023/PN Pbr.
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, Adapun
masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana konsep penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan

¢y hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

27/Pid.B/2023/PN Pbr ?

N

ATU ] DIUTEB[S] 3}¥)

Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana
penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
" Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr ?

+ Tujuan dan Manfaat Penelitian

AHsi1a

Tujuan Penelitian

o
839

Dengan merujuk pada uraian pokok masalah yang telah disampaikan, maka

Neny wisey[ JEJE% uejn

an dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :
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a. Untuk mengetahui konsep penegakan hukum dalam tindak pidana
penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi
pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr

SNS NIN YIIw e}dio yeH @

23, Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah :
- a. Manfaat Teoritis
Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum serta dapat
memberikan sumbangan pemikiran dengan tujuan membangun argumentasi
ilmiah terhadap konsep penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim
terhadap tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr.
b. Manfaat Praktis
1) Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat meningkatkan
pemahaman dalam bidang Ilmu Hukum tentang konsep penegakan
hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi
pidana penganiayaan hewan dan tinjauan aspek penegakan hukum
terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.
2) Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi tentang konsep

penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap

penjatuhan sanksi pidana penganiayaan hewan dan tinjauan aspek

neny wisey JireAg uejng jo AJISIaATU() dDIUIB[S] 3]B}§
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diharapkan dapat memberikan masukan (Input) yang berguna dalam
perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi

penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan
memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan

khususnya dalam hal penganiayaan hewan peliharaan.

melalui hasil penelitian ini.
3) Untuk pemangku kepentingan (Stakeholder), hasil penelitian ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u__._m.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ﬂhu._. ...,..u.u a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
:ed b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
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BABII
KERANGKA TEORITIS

Kerangka Teori

||iLu-)§1d!0 YeH @

1. Penegakan Hukum

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh

NIN X

agérat penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan disebut
w

s¢bagai penegakan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo

bghwa penegakan hukum scbenarnya berarti menerapkan aturan-aturan yang
=
memiliki sifat abstrak. Dengan melakukan penegakan hukum, aturan-aturan yang

abstrak tersebut diwujudkan menjadi hal yang konkret oleh aparat penegak

hukum.*?

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada upaya
untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercantum dalam prinsip-prinsip

yang kokoh dan mewujudkan tindakan sebagai pengejawantahan akhir dari
Y
penjelasan nilai, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan menjaga
@
kedamaian dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai

p@oman atau referensi atau sikap tindakan yang dianggap tepat atau pantas.
=

T:.f;ﬁdakan atau perilaku tersebut dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara,
-

£}
dgﬁ menjaga kedamaian. Proses penegakan hukum, pada dasarnya, melibatkan

=
p’&’flggunaan diskresi (freis ermessen) dalam pengambilan keputusan yang tidak

=

—

-

o

ot

wn

g

)

=

A 121 Gede Widhiana Suarda, Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan
Iﬁkum Dan Hambatannya, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2022), h.7

12
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©

d%tur dengan ketat oleh norma-norma hukum, melainkan melibatkan penilaian
=

s€tara pribadi.®

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap

w ejd

péegakan hukum mungkin terjadi jika terdapat ketidakcocokan antara nilai-nilai
y%g dianut dan pola perilaku yang diamalkan. Gangguan semacam itu terjadi
kgi’ika terdapat ketidakcocokan antara nilai-nilai yang seharusnya saling
n%ndukung, yang tercermin dalam aturan yang ambigu, dan pola perilaku yang
tia?ak terarah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh
k:rena itu, inti dari masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Secara teoritis, operasionalisasi hukum dalam
masyarakat dapat dijelaskan dengan teori yang diungkapkan oleh Robert B.
Siedman yang menghubungkan kekuatan sosial dan pribadi dalam konteks

penegakan hukum. Dalam teori tersebut, terdapat tiga komponen utama yang

mgndukung efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu:**

¥

T 1) Lembaga pembuat peraturan.

@ 2) Lembaga penerap peraturan.

g 3) Pemegang peran.

E Dari ketiga elemen dasar tersebut, Robert B. Seidman menyajikan
=

bEBerapa argumen sebagai berikut :

1) Setiap regulasi hukum menginstruksikan bagaimana seorang individu
vang memiliki peran tertentu diharapkan untuk bertindak.

2) Cara seorang individu yang memiliki peran akan merespons aturan
hukum yang ditujukan kepadanya, termasuk sanksi yang terkait,
aktivitas lembaga pelaksana, dan kompleksitas dari kekuatan sosial,
politik, dan faktor lainnya.

11efg uejng jo £31s13

A 3 Dey Revana, Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat
Ddtam Menanggulangi Kejahatan), (Bandung : Unisba, 2015), h. 32-33
A % Djaenab, “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Dalam Jurnal
P%ndidikan Dan Studi Islam, Volume 4, Nomor 2, (2018), h. 149

I

nery w
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3) Cara lembaga pelaksana akan merespons aturan hukum yang
ditujukan kepada mereka, termasuk sanksi yang terkait, kompleksitas
dari kekuatan sosial, politik, dan faktor lain yang memengaruhi
mereka, serta umpan balik dari individu yang memiliki peran.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap

N Yiiw eydio yeH @

pf}nberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan
sioagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pada
d%arnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar
sgeorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat
jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas
memberi pengertian pemidanaan, yaitu penghukuman itu berasal dari kata dasar
hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan
tentang hukumnya.15

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-
uzlﬂangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian
d%am hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa pidana itu adalah
h%kuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai
tugpan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan

<

n%salah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana

=
aEa masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.*®
H-‘

W ) . .

o Herbert L. Packer menjelaskan bahwa terdapat dua teori tujuan

3
pémidanaan yang berbeda, yaitu teori retributif dan teori utilitarian. Teori
2

?__ 5 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia, (Jakarta : Alfabeta, 2010), h.
2

A 1% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Kencana
Pgenada, 2005), h. 98.

nery w
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©
r%ibutif menganggap pemidanaan sebagai bentuk hukuman negatif atas perilaku
=
menyimpang yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, sehingga melihat
©

p®midanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang didasarkan pada
=

t&iggung jawab moral individu. Pendekatan ini lebih fokus pada retrospeksi. Di
N

sisi lain, teori utilitarian memandang pemidanaan dari sudut pandang manfaat atau
v

kggunaannya, mempertimbangkan situasi atau kondisi yang diharapkan dapat
t%capai melalui pemberian hukuman. Pemidanaan dalam konteks ini bertujuan
uptuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana, serta mencegah orang lain
rri:elakukan perbuatan serupa. Pendekatan ini lebih berorientasi pada prospek masa
depan dan memiliki sifat pencegahan.17

a. Penahanan Seseorang Tersangka

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang
menyatakan bahwa “Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa
djtempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan

¥
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang
T

up dTws

Berdasarkan ketentutan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian

I

pgnahanan ialah menempatkan sesorang di tempat tertentu. Menurut Andi
-

ez}
}E:mzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. Hal

Q

iﬁc"i_J" senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa Penahanan pada
e

dEsamya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan

ot

séeorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang

) jrre

Y Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana
lam Negara Hukum Pancasila, (Bandung : Nusa Media, 2020), h. 219

15k
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©

I%nurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut
=

uildang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah

o
s€brang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.™®
3
= b. Syarat Dilakukannya Penahanan
=
S Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan, bahwa
v
pﬁéﬁak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkatan
w
pemeriksaan, antara lain :
m . . .
= 1) Penyidik, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan
c penyidikan
2) Penuntut Umum, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan
penuntutan

3) Hakim, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan
pemeriksaan di sidang pengadilan

Kemudian adapun syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam
. .. .19

dua bagian, yaitu :
1) Syarat Obyektif

Dinamakan syarat obyektif, karena ada atau tidaknya syarat ini dapat diuji

o
I8 33E1S

orang lain. Syarat obyektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang

fire

diri dari :

a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau
lebih;

b) Tindak pidana yang diancam pidana badan, baik berupa penjara atau
kurungan kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam : 1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal
335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal
378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal
480 dan Pasal 506; 2) Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap

1e£g uejng jo AJI1SIaATU() D

A 8 pAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung : PT. Citra
Adityta Bakti, 1996), h. 16

!9 Simarmata Berliana, “Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih
H%manis Di Indonesia”, Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3 (2010), h.72

Mgl
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Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatblad Tahun
1931 Nomor 471) Pasal 25 dan Pasal 26, 3) Undang-Undang Tindak
Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955,
Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8) Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal
4; 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3086) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43,
Pasal 47 dan Pasal 48.

2) Syarat Subyektif

BYSNS NIN Y!lw e}dio deH @

Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang

nfémerintahkan penahanan tersebut, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat

=

sflzbyektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu :

a) Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup

b) Tersangka atau terdakwa tersebut dikhawatirkan akan , melarikan diri.
merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tidak hanya harus memenuhi
syarat-syarat obyektif dan subyektif, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga harus

memenuhi syarat administratif, yaitu dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah
¥

dEentukan oleh undang-undang. Syarat administratif ini adalah Surat Perintah

w
ot

Pgnahanan dari penyidik atau kejaksaan atau Surat Penetapan dari hakim yang

[

memerintahkan penahanan. Sebaliknya, tersangka atau terdakwa yang dikenakan
=

p§r'1ahanan berhak mendapatkan Surat Perintah Penahanan atau penahanan
-
£}
l@jutan, sedangkan keluarga tersangka harus diberikan tembusannya. Surat

Q
Paintah Penahanan tersebut memuat :2°

-]
—
é" a) Identitas tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan;
; b) Alasan penahanan,
e ¢) Uraian singkat perkara pidana yang disangkakan; dan
&
A 20 Narendradipa, K., dkk, " Sudut Pandang Hukum Dan HAM Di Indonesia”, Dalam
Jz%'rnal Kertha Desa, Volume 10, Nomor 4 (2019), h. 289

I
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©
n:l): d) Tempat dimana tersangka akan ditahan.
= . Penyebab Seseorang Dituntut di Pengadilan
o
©  Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur
o
tiddak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-

N1 1!

unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada
an pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang

lakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.?!

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan, haruslah melakukan tindak

ery ey &n

o
ahn

ana dengan kesalahan. Pengertian dari kesalahan itu sendiri adalah keadaan
psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan
yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga itu dapat tercela karena perbuatan
tadi. Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman.
Harus ada pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus

ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus

w
rrgemenuhi unsur:*
@
= @) Perbuatan yang melawan hukum.
= b) Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas
A perbuatannya (unsur kesalahan).
=
= Berbicara mengenai tuntutan di pengadilan, bila melihat dari hukum acara
m
Lo |
ydng ada hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya surat dakwaan. Surat dakwaan
o
<
nfgnurut hukum acara pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
W
s . .
Pidana juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mempunyai peranan
<¥]
=]
@5
I._(
?__ 2! Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta : Prenada Media, 2017),
h-78
A 22 Trj Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Iri’é’onesia, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), h. 91.

I
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©

s%gat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam
=

kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang
©

—

pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim
(]gfajelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi
o=

Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal putusan pemidanaan,
v

hgi’uslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
w
Sgbagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam

A
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti dikemukakan diatas,
=
musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib

mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana). Dari hal tersebut diatas jelas kiranya bahwa
betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dakwaan dalam proses
pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar

hykum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan

L

¥
persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan, akan diperiksa, diadili dan

v}
dgutus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas

ogh Jaksa selaku Penuntut Umum.?®

=

é. Penuntutan dan dakwaan tentunya memiliki sebuah perbedaan. Penuntutan
@
agz.ﬂah tindakan seorang penuntut umum dalam melimpahkan perkara ke
pé;lgadilan negeri. Sedangkan dakwaan merupakan sebuah akta yang merupakan
bggian proses penuntutan. Lalu dalam Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang
=

) 2 1 Putu Bagus Eko Hadhi Santosa, “Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Téntang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman ( Studi Kasus No . Reg . Perkara : Pdm - 50 /
G‘;any /08 /2017 )”, Dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, (2019), h. 90
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©

I—ﬁkum Acara Pidana disebutkan mengenai penuntutan, bahwa “Tindakan
=

penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
©

b¥rwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
=

d&gan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

=

pecngadilan”.24

SN

= 3. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

S

QZ Sutherland mengemukakan pandangannya tentang kejahatan, di mana
kgjlahatan diartikan sebagai perilaku yang diharamkan oleh negara karena
merugikan negara itu sendiri mendapat tanggapan dari negara berupa pemberian
hukuman sebagai langkah untuk mencegah dan menghapus perilaku tersebut.
Namun, menurut Hoefnagels, perkembangan konsep kejahatan telah berkembang,
dan dia menjelaskan bahwa sekedar hanya perilaku saja belum memadai untuk
diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan. Baginya, kejahatan lebih dari sekadar
lén:?el atau etika untuk perilaku tertentu, seperti pencuri, pemerkosa, atau

e
(y°]
p&mbunuh.ZS

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan diartikan sebagai tindakan yang

dTure|

ngnyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai yang diakui dalam suatu

Lk

< .. . .
nfasyarakat. Norma ini mencerminkan kesepakatan di antara anggota masyarakat,
£}

i e

dan adanya sanksi menegaskan bahwa melanggar norma berarti melanggar

<
H-‘

kgSepakatan tersebut. Oleh karena itu, hukuman tidak hanya bertujuan untuk

—
.

nféncegah, tetapi juga untuk menguatkan kembali norma dan nilai-nilai yang

1efg

5 ? Ricky Banke, Catherine Aureulli Chandra, "Syarat Formil dan Syarat Materil Berkas
Petsidangan Serta Akibat Hukumnya Apabila Tidak Dipenuhi, Dalam Jurnal Law Pro Justitia,
Vélume 5, Nomor 1 (2019), h.124.

» M.ALli Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 11

Nery wise
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@

iakui oleh masyarakat secara luas. Dalam perspektif sosial, kejahatan

A

diasosiasikan dengan perilaku yang menyimpang dari norma sosial.?

Dari segi hukum, seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan jika ia

w ejd

nﬁlanggar peraturan atau hukum pidana, yang kemudian diputuskan oleh
o
pgngadilan dan diikuti dengan pemberian hukuman. Dalam konteks sosial,
o

sécgeorang dianggap terlibat dalam kejahatan jika ia tidak berhasil menyesuaikan
w
diti atau secara sengaja atau tidak sengaja melanggar norma-norma yang berlaku

A
dalam masyarakat, schingga tindakannya tidak dapat diterima oleh masyarakat
=
setempat. Sedangkan dari perspektif ekonomi, seseorang dianggap melakukan

kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan menempatkan kepentingan

ekonominya di atas kepentingan masyarakat di sekitarnya, sehingga dianggap

sebagai penghalang bagi kebahagiaan orang lain.?’

Kejahatan dapat muncul karena berbagai faktor, Adapun faktor dan
tegrinya adalah sebagai berikut -

a. Teori Biologis
Teori ini menyatakan bahwa faktor-faktor fisiologis dan struktur

jasmani seseorang telah ada sejak kelahiran. Melalui gen dan
keturunan, perilaku yang menyimpang dapat timbul. Pewarisan jenis-
Jjenis kecenderungan yang tidak normal dapat menghasilkan perilaku
yvang menyimpang dan dapat menyebabkan perilaku sosiopatik.
Sebagai contoh, cacat bawaan yang terkait dengan sifat kriminal dan
gangguan mental. Teori juga menyatakan bahwa pelaku kejahatan
memiliki bakat jahat yang mereka miliki sejak lahir, yang diwarisi dari
nenek moyang mereka, karena mereka lahir dengan kecenderungan
untuk bertindak jahat.

b. Teori Psikogenesis

Agq uejng jo AJISIdATU() DTUIB]S] 3je

% Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Yogyakarta : Laksbang Grafika,
13), h. 78

2" Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016), h. 115.

%8 Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, (Yogyakarta : Thafa Media,
2),h. 72-73

[\
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Teori ini mengindikasikan bahwa munculnya perilaku kriminal
disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kecerdasan, karakteristik
kepribadian, motivasi, sikap yang salah, imajinasi, alasan, internalisasi
vang tidak tepat, konflik batin, emosi yang bervariasi, dan
kecenderungan psikopatologis. Dengan kata lain, perilaku kriminal
dianggap sebagai tanggapan terhadap masalah psikologis, seperti
kekacauan dalam keluarga akibat perceraian atau kurangnya perhatian
dalam pengasuhan karena orangtua sibuk dengan pekerjaan.
Kejahatan juga bisa dipicu oleh tekanan psikologis pada pelaku, yang
merespon berbagai tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk
bertindak kriminal.

Teori Sosiogenis

Teori ini mengilustrasikan bahwa perilaku kriminal disebabkan
oleh faktor-faktor yang bersifat sepenuhnya sosiologis atau sosial-
psikologis, seperti pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan
dari kelompok, peran sosial, status sosial, atau penanaman simbolik
vang salah.

d. Teori Subkultural Delikuensi
Menurut teori ini, perilaku kriminal adalah hasil dari struktur
sosial yang memiliki pola budaya yang khas dari lingkungan dan
masyarakat yang didominasi oleh individu-individu yang melakukan
tindakan kriminal. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini termasuk
kepadatan populasi, status sosial-ekonomi yang rendah, kondisi fisik
lingkungan yang buruk, dan tingkat disorganisasi sosial dan keluarga

nely e)Ysng NN Yijlw eydio yeH @
o

yang tinggi.
«» 4. Penganiayaan Hewan
¥
@ Secara keseluruhan, konsep penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa
@
Ilagionesia (KBBI) mencakup perlakuan sewenang-wenang, penyiksaan,

indasan, dan tindakan kekerasan yang disengaja terhadap individu, yang

4]
(B!

=
b%fpotensi menyebabkan luka parah atau kematian.?®

@

5 R. Soesilo dalam bukunya berpendapat bahwa undang-undang tidak

Q
rﬁu'(%'mberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut

n

yﬁrispmdensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak

Ag U

% Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, Kejahatan Terhadap Subyek Hukum, (Malang : MNC

Publishing, 2022), h. 18
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©
eﬁ!:ak/penderitaan, rasa sakit, atau luka.® Pengaturan tentang kejahatan terhadap
=
tdbuh manusia dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tubuh
©

d®ri tindakan-tindakan seperti penyerangan yang menyebabkan rasa sakit, luka,
=

bahkan kematian.>!
=

= Penganiayaan atau penindasan terhadap hewan merupakan tindakan
v

pgi’lderitaan atau kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan
w
tfjuan selain perlindungan diri. Dalam konteks yang lebih terbatas, hal ini dapat

A
merujuk pada kekerasan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, seperti
=

membunuh hewan untuk makanan atau mendapatkan bulunya. Sudut pandang

mengenai hal ini dapat bervariasi di setiap yurisdiksi negara.32

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dijelaskan bahwa “Tindakan terkait dengan penangkapan dan
penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan,

pexgangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan perlindungan
Y
yang layak terhadap hewan harus dilakukan demi kesejahteraan hewan”. Pasal 66

v}
agat (2) huruf ¢ menekankan bahwa ‘“Pemeliharaan, pengamanan, perawatan,

déa perlindungan hewan harus dilakukan sebaik mungkin untuk memastikan
=)

bahwa hewan tidak mengalami rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan

i penyalahgunaan, serta tidak merasa takut atau tertekan”.

uej[ng jo K%s:a

% R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-
Kgmentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia, 1995), h. 250
3! Boris Tampubolon, Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak
Menjadl Korban, (Jakarta : Kencana, 2019), h. 18

%2 Chandra, W. D., & Astuti, P, “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang
P?ﬁgamayaan Hewan di Kota Surakarta”, Dalam Jurnal Widay Novum:Jurnal Hukum, volume 5
mor 4., (2019), h. 8. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/26872
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Sedangkan penyalahgunaan atau penganiayaan hewan adalah tindakan

g bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan

B1d® seH @

gan cara yang tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut,

seperti mencabut kuku kucing. Ada berbagai alasan mengapa manusia menyiksa

1w

h.(e:wan, termasuk dalam kategori kekejaman terhadap hewan. Kekejaman terhadap

N

hg?zvan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kekejaman aktif dan
p%if. Kekejaman aktif, di sisi lain, melibatkan niat jahat, seperti ketika seseorang
sg:ara sengaja melukai atau menyakiti hewan. Kekejaman pasif mencakup
ti:rzldakan kelalaian yang dilakukan oleh manusia, seperti kelaparan, dehidrasi, dan

penyakit parasit, serta kegagalan dalam memberikan perawatan yang memadai..®
5. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan
Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan
dua jenis pelanggaran terhadap hewan, yaitu penganiayaan ringan dan
pghganiayaan berat terhadap hewan. Pasal ini merinci hal-hal sebagai berikut E’

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan
penganiayaan ringan terhadap hewan:

a. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui
batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau
merugikan kesehatannya.

b. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui
batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja
tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada
hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada
di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib
dipeliharanya.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat
atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah

% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 50.

3 Chairunnisa, “Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (4nimal Abuse) Dalam
Petspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, Dalam Jurnal Dinamika, Volume
2_ Nomor 1, (2023), h. 6633
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diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau
pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan
hewan.

3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas

4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perbuatan melanggar hukum

Nijlw e}dio yeH @

teghadap hewan adalah ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit,
cgﬂera, atau merusak kesehatan hewan, dan tinkan tersebut tidak sesuai dengan
tlf:ﬁ?'uan yang wajar atau melebihi batas yang diizinkan. Jelas bahwa dalam konteks
iny; regulasi terkait kejahatan terhadap hewan melarang setiap individu untuk
ni:enyebabkan penderitaan atau cedera pada hewan yang tidak sesuai dengan
tujuan atau kegunaan hewan tersebut, dan tindakan semacam itu memiliki
konsekuensi pidana bagi pelanggarnya.35

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap

pgnelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak

n’?émiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat

ogh penulis adalah :

12 Harliu Andiansyach Harahap (2022) dengan judul penelitian skripsi
% “Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atas Kelalaian Pemilik
Er-. Hewan Peliharaan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor
=)
=

5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit

12S

= Masyarakat (Studi Kasus Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten

% 1 Gusti Made Wiratama. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan
njau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
n KUHP, (Bali : Universitas Udayana, 2016), h. 47.
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26
E ©
(= = Labuhanbatu Selatan) ™. Dari penelitian ini sedikit memiliki kemiripan yakni
& =
€  © perihal mengenai hewan peliharaan. Namun pada penelitian ini berbeda
3 ©
= —
é % dengan yang penulis lakukan yaitu merujuk kepada objek yang diteliti, penulis
2 5
(=
§, — melakukan objek penelitian mengenai aspek - aspek tinjauan hukum yang
3 N
& c
2
3
w

Ccﬂterdahulu memiliki objek penelitian berupa sanksi pidana atas kelalaian

w
e

o pemilik hewan pemeliharaan.

A
5 Citra Aini (2021) dengan judul penelitian skripsi “Zinjauan Yuridis

(o=

N

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal
Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin) » 3" Dalam penelitian
ini memiliki kemiripan diantaranya mengenai permasalahan tindak
penganiayaan hewan. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yaitu
terletak dari segi objek yang diteliti yang mana penulis melakukan tinjauan

n hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan, sedangkan penelitian terdahulu

Y
@ melakukan objek penelitian berdasarkan tinjauan yuridis pemidanaan terhadap
@
g pelaku tindak penganiayaan hewan.
3& Eva Marina (2021) dengan judul penelitian skripsi “7indak Pidana
=
E'Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum
@
=
<
Q
H-‘
&
T e
- % Harliu Andiansyach Harahap, "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran

A%{S Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah
Nawor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
di Kasus Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan", (Skripsi :
miversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 12
Citra Aini, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
P'&ganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin)”, (Skripsi :
Iﬁ:iversitas Hasanudin Makasar, 2021), h. 10.
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©

% Pidana Islam”.>*® Pada penelitian terdahulu ini memiliki kemiripan terhadap
=

.penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai penganiayaan hewan.

dio

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dari segi peninjauan penelitian, yang

Mij1w ey

" mana penulis melakukan tinjauan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan
hewan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan Tindak Pidana
Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum Pidana

Islam.

nely eXsng NIN

JiJeAg uejng jo AJISISATU() DIUIB[S] 3]B}§

% Eva Marina, “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302

KEHP Dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
2021),h. 3
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=

= BAB III

-

2 METODE PENELITIAN

12

5y

3.

A= Jenis dan Sifat Penelitian

=

S Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis
z

ng?matif, yang merupakan jenis penelitian dengan sifat deskriptif. Metode
w

pgnelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data
séj'iunder, yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam
p:e:nelitian ini, peneliti menginterpretasikan apa yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dianggap sebagai kaidah atau
norma yang mengatur perilaku masyarakat.*

Dengan demikian, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada
pengidentifikasian hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum,

pghgembangan hukum dalam situasi kasus tertentu, struktur hukum, harmonisasi

-
hdkum, perbandingan hukum, dan latar belakang historis hukum. Dengan

=
v}

ngmpertimbangkan penjelasan tersebut, penulis memutuskan untuk menggunakan

n@tode penelitian hukum normatif karena kesesuaian antara teori yang dipilih dan
=
péhdekatan penelitian yang diperlukan untuk studi dan penulisan. Penelitian ini

p%rsifat deskriptif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang menguraikan
Q
kg_lrakteristik dari populasi atau fenomena yang sedang diselidiki.*°

Dengan demikian, fokus utama dari metode penelitian ini adalah

11efg uejn

A % Suteksi dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan
Proktik, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 125-127
A 0 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali
()
Pers, 2014), h. 118.

28
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©

r@mberikan penjelasan mendalam tentang objek penelitian. Metode penelitian
-

deskriptif berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada analisis
12

—

pényebab atau alasan mengapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Objek

penelitian, dalam konteks ini, adalah peristiwa atau fenomena yang sedang
=

diselidiki. Hasil penelitian ini tentu saja akan memberikan gambaran yang rinci
z

rﬁ:@ngenai objek penelitian tersebut. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada
w
pgmahaman masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

X
difakukan.mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pandangan, serta
[=

mengumpulkan pengalaman yang diperlukan guna memperoleh informasi atau data

yang relevan.**
B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang

(statute approach) melibatkan pemeriksaan semua peraturan dan undang-undang

-
yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki. Pendekatan ini memanfaatkan
@
I@islasi dan regulasi. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan hukum

p'@’&s.itif menjadi penting karena penelitian berfokus pada berbagai aturan hukum”.*2

=

E' 2. Pendekatan Studi Kasus (Case Approach)

% Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma diterapkan
Q

datam praktik hukum. Sebagai bentuk awal atau pemahaman dasar banyak peneliti

=2
g2ns

um yang menganggap sama antara pendekatan kasus (case approach) dengan

*' | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
um, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 152
42 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2014), h.

§§Je&'5 u
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s@di kasus (case study). Penelitian dengan pendekatan kasus akan memusatkan
-

fékus penelitiannya pada yurispruden atau putusan-putusan yang sudah ditetapkan.
12

—

THjuannya adalah menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan (input)
terhadap eksplanasi hukum.*®

N

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

z
C:ﬂ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conseptual

ag‘proach), pendekatan konsep dimaksudkaan untuk menganalisa bahan hukum
sé’?\ingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal
itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam
istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan
praktek.**
C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, literatur dianggap sebagai sumber data
sekunder, yakni istilah yang merujuk pada informasi yang didapat dari sumber
tg‘_‘[ulis. Jenis bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.*

1 Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data yang memiliki kewajiban hukum dan bersifat

&ﬁs:az\mn

ngikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek

penelitian. Sebagai contoh, UUD 1945 dianggap sebagai bahan hukum primer

'S yejnggo

* Rusdin Tahir, dkk, Metodologi Penelitian Bidang Hukum, (Jambi : Son Pedia
Pgohshmg Indonesia, 2023), h. 99

Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada 2009), h. 189
A ** Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Yagyakarta Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.
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y%}g memiliki otoritas tertinggi. Dalam penelitian ini, bahan primer yang
-

digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/
12

P‘{Tll Pbr kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
=

Kesehatan Hewan juncto Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta

=

p;a—da Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
z

C:ﬂ 2. Bahan Hukum Sekunder

S

% Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan tentang

E

bgwan hukum primer. Bahan hukum sekunder bertindak sebagai panduan bagi
p:neliti. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu pada buku
hukum pidana, kriminologi dan penegakan hukum. Seperti karangan buku dari
Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, dan penulis lainnya kemudian juga terdapat
pada jurnal dengan tema penganiayaan hewan lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi yang memberikan informasi dan arahan

tethadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum

1S1 33238

t%sier melibatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diproduksi oleh

T

D:Epartemen Pendidikan Nasional. Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber
=

inz'ormasi dan penjelasan untuk bahan hukum lainnya.*®

EE Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memfasilitasi penelitian, terutama dalam menghadapi

ng jo

a'g—alisis permasalahan, metode umum yang sering digunakan adalah studi

k@)ustakaan, yang melibatkan penyelidikan informasi tertulis kepustakaan
W

M pra

*® 1da Hanifah, dkk. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum.
(Iﬁedan : Pustaka Prima, 2018), h.7.
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(ﬁbrary Research) mengenai hukum dari berbagai sumber yang telah diterbitkan
-

sétara luas. Metode ini sangat penting terutama dalam konteks penelitian normatif
12

d&n studi dokumenter mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.*’
=

E= Analisis Data

=

S Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum merupakan proses
z

ugluk menginterpretasi atau memberikan makna terhadap materi hukum tertentu.
I\%tode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis
kgélitatif. Analisis kualitatif mengacu pada proses analisis data yang tidak
b:e:rgantung pada angka, melainkan memberikan gambaran deskriptif dengan kata-
kata terhadap temuan-temuan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kualitas
data daripada kuantitasnya. Bahan hukum yang telah terkumpul, baik itu berupa
bahan hukum primer, sekunder, atau tersier, akan dianalisis secara deskriptif untuk
mendapatkan gambaran situasi pada waktu tertentu. Selain itu, penggunaan logika
deduktif juga diterapkan, di mana metode ini digunakan untuk menyimpulkan dari
h%—hal yang umum ke hal-hal yang spesifik. Bahan-bahan hukum tersebut akan

w
dgabarkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan yang terstruktur.*®

11efg uejng jo AJI1SIaAtTu) d

A *" Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Ditvertasi, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 19.
& *® Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak,
2@18), h. 183
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> BABV
=
(9]

ey PENUTUP
o

A3 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab pembahasan mengenai

—+

SaNIN A

auan hukum terhadap tindak penganiayaan hewan peliharaan (studi kasus

&n

tusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid. B/2023/ PN Pbr) yang telah

g e

dioraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

E|

1< Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas
penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai
dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr
merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan tahapan penyidikan,
penangkapan oleh pihak kepolisian atas dasar alasan penangkapan atau syarat
penangkapan dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
kemudian dilakukannya penahanan dan penuntutan oleh pihak penuntut
umum atas dasar alasan Pasal 1 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, peradilan terdakwa yang
dilakukan oleh hakim atas dasar adanya pembuktian, dimana hasil dari
pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan atau dasar pertimbangan hakim

dalam memutus suatu perkara.

N
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Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana berdasarkan pada

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr
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mempunyai perbedaan antara Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor
314/Pid.B/LH/2022/PN Tsk kepada pelaku penganiayaan dengan hanya
mempergunakan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
ayat (2) sehingga dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan terhadap pelaku apa
yang menjadi kejahatan yang diperbuat si pelaku tidak membuat efek jera dan
tidak menutup kemungkinan pelaku membuat perlakuan yang sama
dikemudian harinya sehingga tidak dapat menegakkan keadilan bagi hewan

terkhususnya bagi hewan peliharaan.

nely e)sng NN Ailw eydio yey @

B. Saran
Berdasarkan pada temuan dari penelitian yang penulis buat, maka perlu
penulis sampaikan saran-saran terhadap permasalahan tersebut:
1. Penerapan hukuman dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan
. kematian sepatutnya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan

. efek jera kepada pelaku tersebut serta mencegah agar kasus penyiksaan atau

() dTWe[S] 3}e}§

penganiayaan hewan tidak terulang kembali.

Perlu untuk dilakukan pembaharuan pada peraturan perundang-undangan saat

N
ATU

ini dan evaluasi dalam implementasinya di kehidupan masyarakat.
Permasalahan yang dialami ketika manusia menyakiti hewan di Indonesia perlu
mendapat perhatian serius karena meskipun seekor hewan tidak bisa
menyatakan kehendaknya dengan bahasa kita, hal tersebut bukan alasan untuk

memandang mereka sebatas benda. Kemanusiaan diuji bukan hanya dari relasi
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dengan sesama berkaki dua tapi apa yang hidup selainnya, karena pada

dasarnya semua makhluk sama, ingin bebas dari takut dan luka.

©
I

ak

A\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u__._m.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ftulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ﬂlu._. .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
:ed b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(%)

ipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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Penganiayaan Hewan”, Skripsi : Universitas Dharmawangsa, 2019
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hingga
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